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ABSTRAK : Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan 

pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak 

disebut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman 

tentang proses penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21, serta 

pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara (Studi kasus di Kantor 

Kecamatan Tondano Selatan). Prosedur yang digunakan adalah wawancara mendalam dan telaah 

dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, kompleksitas aturan dan efisiensi upaya sosialisasi yang 

dilakukan oleh fiskus merupakan dua faktor yang mempengaruhi kemampuan wajib pajak dalam 

memahami dan mematuhi PPh Pasal 21. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyederhanaan aturan dan 

peningkatan edukasi perpajakan guna mendorong kepatuhan sukarela 

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Penghasilan, Pemotongan Pajak, Kepatuhan Pajak, Perpajakan Indonesia 

                                    
ABSTRACT : Article 21 of the Income Tax (PPh) is a tax that is levied on income in the form of salary, 

honorarium, allowances, and other compensation that are associated with the work, services, or 

activities of tax subjects. The objective of this investigation is to comprehend the mechanism of 

calculation, deduction, deposit, and reporting of PPh Article 21 and its influence on state revenue and 

taxpayer compliance (Case Study at the South Tondano District Office). Interviews and document 

analyses are implemented. The study's findings suggest that the complexity of the regulations and the 

efficacy of the tax authorities' indoctrination efforts have an impact on taxpayer comprehension and 

adherence to PPh 21. Consequently, it is imperative to enhance tax education and simplify the 

regulations in order to promote voluntary compliance. 
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PENDAHULUAN 

     Kantor Wilayah Kabupaten Tondano Selatan merupakan instansi pemerintah yang dipimpin 

oleh seorang camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kantor 

Wilayah juga bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan melaksanakan tugas lain 

yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 23 Tahun 2014). Kantor 

Wilayah Kabupaten Tondano Selatan memiliki 19 pegawai negeri sipil yang diberikan gaji dan 

tunjangan yang disesuaikan dengan kinerja individu dan golongannya. Peraturan terbaru 

tentang PPh Pasal 21 berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam penghitungan, penyetoran, 

pelaporan, dan pencatatan PPh Pasal 21. 

     Survei awal yang dilakukan pada tanggal 23 September 2024 di Kantor Wilayah Kabupaten 

Tondano Selatan belum membuahkan hasil yang baik dalam penerapan PPh Pasal 21. Hal ini 

disebabkan oleh adanya potensi kekeliruan dalam penghitungan PPh Pasal 21 sebagai akibat 

adanya perubahan peraturan perpajakan. Oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan 

perpajakan yang berlaku, maka penghitungan pajaknya pun menjadi keliru. Selain itu, ada 

mailto:idelfonssuarlembit@gmail.com


 
 

140 | J E K M A  
 
Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi Vol. 3, 

No. 3, September 2025, Hal. 139 - 147 

 

dugaan sementara bahwa Kanwil Tondano Selatan belum menerapkan ketentuan dalam 

Undang-Undang terbaru tentang penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PP Nomor 58 

Tahun 2023). Hal ini memang sudah menjadi kekhawatiran sejak lama. Undang-undang ini 

mengatur tentang tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang 

diperoleh dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Undang-undang ini 

berlaku untuk penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan. 

     PP Nomor 58 Tahun 2023 mengatur tentang pemotongan pajak penghasilan atas jabatan, 

jasa, honorarium, remunerasi, dan kompensasi yang diperoleh orang pribadi. Berdasarkan 

Pasal 21, orang atau badan usaha yang wajib menghitung, memotong, menyetor, dan 

melaporkan pajak penghasilan antara lain koordinator kegiatan, pemberi kerja, dan badan 

usaha. Selain itu, pemberi kerja juga wajib melaporkan pajak penghasilan. Selain itu, pemberi 

kerja bertanggung jawab untuk menetapkan jumlah pajak yang harus dipotong dan dibayarkan 

atas penghasilan individu sehubungan dengan tenaga kerja dan layanan yang diberikan, serta 

untuk memotong dan menyetorkan pajak tersebut, dan melaporkannya. 

     Se$lain be$rfu$ngsi se$bagai su$mbe$r u$ang bagi ne$gara yang tidak dike$nakan pajak, pe$rpajakan 

ju$ga me$ru$pakan salah satu$ su$mbe$r u$tama pe$mbiayaan pe$me$rintah. Pajak be$rfu$ngsi se$bagai 

pe$ngatu$r atau$ akse$le$rator bagi ke$giatan e$konomi, baik saat ini mau$pu$n di masa me$ndatang, 

dan pajak me$nciptakan pe$ndapatan bagi ne$gara, itu$lah se$babnya pajak sangat pe$nting bagi 

ne$gara. 

     Se$lain itu$, pe$rpajakan me$ru$pakan su$mbe$r u$ang bagi ne$gara, se$lain se$bagai su$mbe$r 

pe$ndapatan yang tidak te$rmasu$k pajak. U$ntu$k tu$ju$an me$ngatu$r atau$ me$nye$laraskan ke$giatan 

e$konomi baik saat ini mau$pu$n di masa me$ndatang, se$rta be$rfu$ngsi se$bagai su$mbe$r 

pe$ndapatan bagi ne$gara, siste$m pe$rpajakan ne$gara sangatlah pe$nting. (Clau$dya V. A. L, dkk., 

2021) Pajak tidak hanya me$njadi su$mbe$r ke$u$angan bagi pe$nye$le$nggaraan ne$gara, te$tapi ju$ga 

be$rpe$ran pe$nting dalam prose$s me$njaga dan me$mu$lihkan pe$re$konomian.  

     Orang pribadi yang me$njadi su$bje$k siste$m ini dibe$ri ke$we$nangan u$ntu$k me$ndaftarkan diri 

se$bagai wajib pajak, me$nghitu$ng pajak, me$mbayar pajak, dan me$laporkan ju$mlah pajak yang 

te$lah dibayarkan. Wajib pajak diharapkan u$ntu$k me$laksanakan e$mpat tu$gas se$bagai bagian 

dari ke$wajibannya me$nyampaikan SPT. Ole$h kare$na itu$, pe$ran masyarakat sangat pe$nting 

dalam hal me$ningkatkan pe$nge$tahu$an dan ke$pe$du$lian te$rhadap pe$mbayaran pajak, 

khu$su$snya pajak pe$nghasilan. 

KAJIAN TEORI 

Akuntansi  

     Aku$ntansi, me$nu$ru$t Farda Triada Damopolii dkk. (2015), adalah ke$giatan jasa yang 

me$nye$diakan informasi ku$antitatif te$ntang su$atu$ le$mbaga e$konomi, yang se$ring kali 

diku$antifikasi dalam be$ntu$k mate$rial atau$ mone$te$r, yang digu$nakan u$ntu$k me$mbu$at pilihan 

e$konomi ke$tika me$milih di antara banyak pilihan. 

Akuntansi Pajak 

     Dari su$du$t pandang Brando Inaray dkk. (2020), aku$ntansi pajak dide$finisikan se$bagai salah 

satu$ cabang ilmu$ aku$ntansi yang me$mbahas te$ntang pe$rhitu$ngan pajak. Pe$rhitu$ngan te$rse$bu$t 

didasarkan pada u$ndang-u$ndang, pe$ratu$ran, dan standar pe$laksanaan pe$rpajakan. Dalam 



 
 

141 | J E K M A  
 
Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, dan Akuntansi Vol. 3, 

No. 3, September 2025, Hal. 139 - 147 

 

bidang aku$ntansi pajak, be$be$rapa konse$p yang u$mu$m dipahami antara lain ke$satu$an 

aku$ntansi, kontinu$itas, nilai tu$kar obje$ktif, konsiste$nsi, dan konse$rvatisme$. 

     Au$re$lia Monica Tinggogoy dkk. (2020) me$nje$laskan bahwa aku$ntansi pajak dide$finisikan 

se$bagai aku$ntansi yang digu$nakan se$su$ai de$ngan u$ndang-u$ndang pe$rpajakan. Aku$ntansi 

kome$rsial me$ncaku$p aku$ntansi pajak. 

     Be$rdasarkan hasil pe$ne$litian Jilly Lu$mintang dkk. (2020), pe$rpajakan dapat diartikan 

se$bagai kontribu$si yang dibe$rikan ole$h masyarakat ke$pada kas ne$gara. Su$mbangan te$rse$bu$t 

me$ru$pakan be$ntu$k pe$maksaan kare$na diatu$r ole$h u$ndang-u$ndang, artinya tidak me$mbe$rikan 

manfaat se$cara langsu$ng. Pe$me$rintah be$rke$wajiban me$mu$ngu$t pajak se$su$ai de$ngan 

ke$te$ntu$an pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan yang be$rlaku$ u$ntu$k me$mbiayai pe$nge$lu$aran yang 

dilaku$kan de$mi ke$pe$ntingan masyarakat se$kitar.  

Pajak Penghasilan 

     Pajak Pe$nghasilan (PPh) me$ru$pakan pu$ngu$tan re$smi yang dipu$ngu$t ole$h orang pribadi 

atau$ badan u$saha be$rdasarkan total pe$ndapatan tahu$nannya, se$bagaimana diatu$r dalam 

Pe$ratu$ran Pe$me$rintah Nomor 58 Tahu$n 2023. 

     Pu$ngu$tan re$smi yang dipu$ngu$t ole$h otoritas pajak dari orang pribadi yang me$mpe$role$h 

pe$nghasilan dise$bu$t se$bagai pajak pe$nghasilan orang pribadi. 

     Pasal 2 U$ndang-U$ndang Nomor 7 Tahu$n 2021 te$ntang Ke$te$ntu$an U$mu$m dan Tata Cara 

Pe$rpajakan me$ngatu$r bahwa se$tiap wajib pajak yang me$me$nu$hi krite$ria su$bje$ktif dan obje$ktif 

yang dite$tapkan ole$h pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan pe$rpajakan wajib me$ndaftarkan diri di 

kantor Dire$ktorat Je$nde$ral Pajak se$su$ai de$ngan te$mpat tinggal atau$ domisili wajib pajak dan 

akan dibe$rikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Pe$rsyaratan ini se$su$ai de$ngan ke$te$ntu$an pe$ratu$ran 

pe$ru$ndang-u$ndangan.   

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 

     Atas pe$nghasilan yang dipe$role$h dari pe$ke$rjaan, jasa, atau$ ke$giatan lain, wajib pajak orang 

pribadi dalam ne$ge$ri wajib me$mbayar pajak pe$nghasilan se$su$ai de$ngan Pasal 21. Te$rle$pas 

dari pe$ke$rjaannya, pe$nghasilan yang dimaksu$d me$ncaku$p be$rbagai macam pe$mbayaran dan 

manfaat, se$pe$rti u$pah, gaji, honorariu$m, tu$njangan, dan pe$mbayaran lainnya. 

Metode Penelitian 

Jenis dan Sumber Data 

     Pe$ne$litian ini me$nggu$nakan data ku$antitatif, yang dibe$rikan dalam be$ntu$k ku$antitas 

nu$me$rik. Pe$ne$litian yang me$libatkan data nu$me$rik se$ring dilaku$kan de$ngan me$nggu$nakan 

pe$ne$litian ku$antitatif. Data ini ke$mu$dian dianalisis ole$h pe$ne$liti de$ngan me$nggu$nakan ru$mu$s 

aku$ntansi u$ntu$k me$ne$tapkan ju$mlah pajak pe$nghasilan yang te$ru$tang be$rdasarkan Pasal 21. 

     Su$mbe$r data se$ku$nde$r yang digu$nakan dalam pe$ne$litian ini adalah Kantor Distrik Tondano 

Se$latan. Data se$ku$nde$r me$lipu$ti catatan se$pe$rti pe$nggajian, SPT, dan SSP. Data se$ku$nde$r 

me$ngacu$ pada informasi yang te$lah diku$mpu$lkan atau$ dipe$role$h dari su$mbe$r yang su$dah ada 

dan se$karang dimasu$kkan dalam catatan kantor distrik. 

Teknik Pengumpulan Data 
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     Te$knik yang digu$nakan pe$ne$liti u$ntu$k me$ngu$mpu$lkan data pe$ne$litiannya dike$nal de$ngan 

istilah me$tode$ pe$ne$litian (Su$giyono, 2021). Istilah "me$tode$ pe$ngu$mpu$lan data" me$ngacu$ pada 

pe$nggu$naan analisis doku$me$n dan wawancara.  

Pe$ne$litian ini me$ncaku$p te$knik pe$ngu$mpu$lan data be$riku$t: 

a. Pe$nde$katan wawancara me$libatkan pe$ngu$mpu$lan data me$lalu$i komu$nikasi langsu$ng 

de$ngan individu$ yang be$rtanggu$ng jawab u$ntu$k me$ngatasi masalah yang dite$liti. 

Adapu$n obje$k wawancara yang dite$ntu$kan ole$h pe$ne$liti yaitu$ Be$ndahara Kantor Camat 

Tondano Se$latan se$bagai obje$k u$tama dalam pe$ne$litian ini dan de$lapan Pe$gawai 

Ne$ge$ri Sipil pada Kantor Camat Tondano Se$latan. Wawancara me$miliki be$be$rapa 

manfaat, se$pe$rti me$mu$ngkinkan pe$wawancara u$ntu$k be$rbicara langsu$ng de$ngan 

re$sponde$n, me$mpe$role$h informasi yang le$bih rinci, me$mu$ngkinkan re$sponde$n u$ntu$k 

me$ngu$ngkapkan e$mosi me$re$ka se$cara le$bih lu$as, dan me$mu$ngkinkan pe$rtanyaan 

yang tidak je$las u$ntu$k diru$mu$skan ke$mbali dan diarahkan agar me$miliki makna yang 

le$bih dalam. De$ngan me$nggu$nakan prinsip-prinsip yang te$lah dite$tapkan, wawancara 

me$ndalam dan tidak te$rstru$ktu$r dilaku$kan de$ngan partisipan pe$ne$litian. Kantor 

Ke$camatan Tondano Se$latan me$nggu$nakan pe$nde$katan wawancara u$ntu$k 

me$nge$tahu$i apakah wajib pajak be$nar-be$nar me$mahami dan me$nge$tahu$i te$ntang 

pe$rhitu$ngan, pe$ncatatan, dan pe$mbayaran pajak pe$nghasilan pasal 21 u$ntu$k pe$ke$rja 

pe$me$rintah se$su$ai de$ngan u$ndang-u$ndang pajak pe$nghasilan pasal 21. Se$lain itu$, 

de$ngan me$nggu$nakan te$knik wawancara ini, pe$ne$liti dapat me$nge$mbangkan 

hu$bu$ngan e$mosional de$ngan wajib pajak u$ntu$k me$ndapatkan data yang be$nar-be$nar 

au$te$ntik. 

b. Me$tode$ Stu$di Doku$me$ntasi, Me$tode$ stu$di doku$me$ntasi me$ru$pakan te$knik 

pe$ngu$mpu$lan data yang me$libatkan ide$ntifikasi dan kate$gorisasi su$mbe$r-su$mbe$r 

te$rtu$lis yang re$le$van de$ngan su$bje$k pe$ne$litian, te$rmasu$k bu$ku$, su$rat kabar, te$rbitan 

be$rkala, dan doku$me$n. Doku$me$ntasi yang be$rkaitan de$ngan bu$kti pe$nghitu$ngan, 

pe$mbayaran, dan pe$ncatatan pajak pe$nghasilan bagi aparatu$r pe$me$rintah di Kantor 

Ke$camatan Tondano Se$latan diku$mpu$lkan u$ntu$k pe$ne$litian ini dari arsip.  

Teknik Analisis Data 

     Analisis data me$ru$pakan salah satu$ langkah yang dilaku$kan pe$ne$liti de$ngan me$tode$ 

ku$alitatif. Analisis data, me$nu$ru$t be$be$rapa akade$misi, me$ru$pakan tu$gas te$rsu$lit yang dilaku$kan 

pe$ne$liti se$te$lah pe$ngu$mpu$lan data. Analisis data me$ru$pakan kompone$n pe$nting dalam 

pe$ne$litian kare$na me$nghasilkan pe$ne$mu$an baik se$cara formal mau$pu$n su$bstantif. Dalam 

analisis data, tantangan yang paling u$mu$m adalah ku$rangnya standar baku$ atau$ norma baku $ 

yang siste$matis, se$pe$rti analisis data dalam pe$ne$litian ku$antitatif. Pe$ngu$mpu$lan data, me$nu$ru$t 

Priadana, S. (2021), me$ru$pakan prose$s pe$ngu$mpu$lan data e$mpiris dari re$sponde$n de$ngan 

me$nggu$nakan te$knik te$rte$ntu$ 

Hasil Penelitian  

     Kata Christina Ange$lin Polla adalah se$laku$ ke$pala se$ksi SDM dan U$MU$M se$bagai 

wawancara saya me$ngatakan bahwa te$rkait de$ngan prose$du$r pe$nge$lu$aran kas yaitu$ didalam 

se$tiap transaksi pe$nge$lu$aran kas pada Bank Prisma Dana Cabang tomohon, de$ngan hal ini 

siste$m prose$du$r pe$nge$lu$aran kas, yang dimana dalam se$tiap transakasi haru$s se$su$ai de$ngan 

prose$du$r yang te$lah dite$tapakan.  
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     PT. BPR Bank prisma Dana Cabang Tomohon adalah u$ntu$k pe$nge$lu$araan kas awal hari 

ole$h te$lle$r, didahu$lu$i de$ngan pe$mbu$ku$aan be$rankas yang haru$s dilaku$kan ole$h pimpinan 

cabang. Pe$nye$rahaan u$ang dilaku$kan ole$h pimpinan cabang ke$pada kasie$ dana atau$ he$ad 

te$lle$r dan dilanju$tkan pe$nye$rahaan ke$pada te$lle$r. Dalam hal pe$ngadaan atau$ pe$mbe$lian 

barang ive$ntaris kantor, te$lle$r bole$h me$nge$lu$arkan dananya jika su$dah te$rpe$nu$hi doku$me$n 

pe$ndu$ku$ng. 

     Adapu$n yang me$mbu$at u$su$lan ini adalah analis dari SDMU$ cabang se$lanju$tnya dipriksa 

ole$h ke$pala se$ksi SDMU$ cabang dan ditandatangani ole$h pimpinan cabang. Ke$mu$dian u$su$lan 

dikirim ke$ De$visi kantor pu$sat se$su$ai de$ngan ke$te$ntu$an Bank Prisma Dana, limid biaya 

dibawah Rp. 10.000.000.00 (se$pu$lu$ ju$ta), me$njadi we$we$nang dari De$visi SDMU$, se$dangakan 

limid biaya diatas Rp. 10.000.000.00 (se$pu$lu$ ju$ta) , itu$ me$njadi we$we$nang pe$rse$tu$ju$an dari 

Dire$ksi. 

De$ngan me$nggu$nakan e$mpat indikator, yaitu$ pe$nghitu$ngan, pe$nye$toran, pe$laporan, dan 

pe$ncatatan Pajak Pe$nghasilan Pasal 21, pe$ne$liti me$ne$liti dampak Pajak Pe$nghasilan Pasal 21 

te$rhadap gaji pe$gawai ne$ge$ri sipil di Kantor Wilayah Tondano Se$latan. 

1. Kantor Wilayah Tondano Se$latan be$lu$m me$laksanakan pe$nghitu$ngan Pajak 

Pe$nghasilan Pasal 21 atas gaji pe$gawai ne$ge$ri sipil de$ngan be$nar se$su$ai de$ngan 

ke$te$ntu$an pe$rpajakan, khu$su$snya Pe$ratu$ran Pe$me$rintah Nomor 58 Tahu$n 2023 

te$ntang pajak. 

Tata cara pe$nghitu$ngan Pajak Pe$nghasilan Pasal 21 atas gaji pe$gawai ne$ge$ri sipil 

diatu$r dalam PP No. 58 Tahu$n 2023 yang disahkan pada tahu$n 2023. Be$riku$t ini adalah 

be$be$rapa te$knik yang digu$nakan u$ntu$k me$nghitu$ng pajak pe$nghasilan Pasal 21: 

1. Me$ne$ntu$kan Pe$nghasilan Bru$to 

Yang dimaksu$d de$ngan "pe$nghasilan bru$to" adalah se$lu$ru$h gaji se$se$orang, yang 

me$lipu$ti u$pah pokok, tu$njangan, dan su$mbe$r pe$ndapatan tambahan lainnya. 

2. Me$ne$ntu$kan Pe$nghasilan Ke$na Pajak (PKP) 

Se$te$lah diku$rangi Pe$nghasilan Tidak Ke$na Pajak (PTKP) dari pe$nghasilan bru$to, 

maka ju$mlah yang te$rsisa adalah Pe$nghasilan Ke$na Pajak (PKP). PTKP se$se$orang 

dihitu$ng de$ngan me$mpe$rtimbangkan ju$mlah anggota ke$lu$arga yang me$njadi 

tanggu$ngannya se$rta statu$s pe$rkawinannya. 

3. Me$nghitu$ng PPh 21 Be$rdasarkan Tarif Progre$sif 

Me$nu$ru$t PP No. 58 Tahu$n 2023, tarif PPh 21 yang be$rlaku$ adalah tarif progre$sif. Hal 

ini me$nu$nju$kkan bahwa ke$naikan pe$nghasilan akan diiku$ti de$ngan ke$naikan tarif 

pajak kare$na tarifnya be$rsifat progre$sif. Be$riku$t ini adalah daftar tarif ke$naikannya: 

 

• 5% u$ntu$k pe$nghasilan ke$na pajak (PKP) sampai de$ngan Rp60.000.000 

• 15% u$ntu$k PKP le$bih dari Rp. 60.000.000 hingga Rp. 250.000.000 

• 25% u$ntu$k PKP le$bih dari Rp. 250.000.000 hingga Rp. 500.000.000 

• 30% u$ntu$k PKP diatas Rp. 500.000.000 hingga Rp. 5.000.000.000 

• 35% u$ntu$k PKP diatas Rp. 5.000.000.000 

4. Pe$rhitu$ngan PPh 21 yang Te$ru$tang 

Se$te$lah me$nghitu$ng PKP, PPh 21 dihitu$ng de$ngan me$ngalikan tarif pajak yang 

se$su$ai de$ngan se$tiap lapisan PKP. Potongan pajak akan dise$torkan ole$h pe$mbe$ri 

ke$rja ke$ kas ne$gara. 
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U$ntu$k ke$pe$rlu$an pe$ne$tapan PPh Pasal 21, wajib pajak diharu$skan me$miliki pe$nge$tahu$an 

te$ntang cara pe$nghitu$ngan pajak be$rdasarkan Pe$ratu$ran Pe$me$rintah Nomor 58 Tahu$n 2023. 

Tarif e$fe$ktif rata-rata dianggap se$bagai pe$nju$mlahan dari tarif e$fe$ktif bu$lanan dan tarif e$fe$ktif 

harian, se$bagaimana te$rcantu$m dalam Pe$ratu$ran Pe$me$rintah Nomor 58 Tahu$n 2023. Tarif 

E$fe$ktif Bu$lanan adalah TE$R yang saat ini digu$nakan ole$h Kantor Wilayah Tondano Se$latan. 

Se$ju$mlah tarif te$rmasu$k dalam tarif e$fe$ktif bu$lanan ini, antara lain se$bagai be$riku$t: 

➢ TE$R A = PTKP : TK/0 (54 ju$ta); TK/1 & TK/0 (58,5 ju$ta) 

➢ TE$R B = PTKP : TK/2 & K/1 (63 ju$ta); TK/3 & K/2 (67,5 ju$ta) 

➢ TE$R C = PTKP : K/3 (72 ju$ta) 

Pe$ne$liti me$nggu$nakan be$be$rapa contoh pe$rhitu$ngan PPh Pasal 21 Pe$gawai Ne$ge$ri Sipil di 

Kantor Ke$camatan Tondano Se$latan dalam stu$di kasu$s pe$rhitu$ngan ini, te$rgantu$ng pada statu$s 

ke$pe$gawaian te$rte$ntu$, antara lain: 

TEMPLATE PPH 21 

BULAN JANUARI 2024 

NO NAMA  STATUS 
GAJI 

POKOK 

TUNJ 

LAIN 
METODE 

TUNJ 

PAJAK 

1 INDRI  K2 4.500.000 1.000.000 NE $TTO - 

2 VE$RONIKA K1 4.500.000 1.000.000 NE $TTO - 

3 MAU$NA K2 4.000.000 1.200.000 NE $TTO - 

4 RICHARD K2 4.000.000 1.100.000 NE $TTO - 

5 DE $LBY K1 4.300.000 1.000.000 NE $TTO - 

6 NOU$VY K3 4.600.000 1.500.000 NE $TTO - 

7 LINDA K2 4.000.000 1.000.000 NE $TTO - 

8 JIMMY K2 4.000.000 1.000.000 NE $TTO - 

9 VE$RRA K2 4.000.000 1.000.000 NE $TTO - 

              

              

              

  JUMLAH   
           

37.900.000  
           

9.800.000    
                  
-  

 

     Adapu$n kata dari Christina Ange$lin Polla se$laku$ ke$pala se$ksi SDM dan U$MU$M se$bagai 

wawancara saya me$ngatakan te$rkait de$ngan siste$m aplikasi yang dimana dilaku$kan dalam 

se$tiap transaksi pe$nge$lu$araan kas ole$h PT. BPR Bank Prisma Dana dan bahkan se$tiap dalam 

se$lu$ru$h kantor cabang PT. BPR Bank Prisma Dana yang me$ngu$nakan aplikasi adalah Aplikasi 

Te$radata saat me$laku$kan transaksi. Me$nu$ru$t Mu$lyani (2016), Siste$m Informasi Aku$ntansi 

digu$nakan u$ntu$k me$ngambil ke$pu$tu$san te$ntang transaksi bisnis atau$ me$mbantu$ masyarakat 

dalam me$ngambil ke$pu$tu$san te$ntang apa yang haru$s dilaku$kan.  

2. Se$su$ai de$ngan ke$te$ntu$an yang te$rcantu$m dalam Pe$ratu$ran Pe$me$rintah Nomor 58 

Tahu$n 2023, Kantor Wilayah Tondano Se$latan te$lah me$nye$torkan PPh atas gaji PNS 

se$su$ai de$ngan Pasal 21. 

Be$riku$t tata cara pe$nye$toran PPh Pasal 21 di Kantor Wilayah Tondano Se$latan: 

1. Kantor Wilayah Tondano Se$latan me$ndaftar me$njadi age$n re$stitu$si pajak di 

Kantor Pe$layanan Pajak Tondano.  
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2. U$ntu$k pe$nye$toran PPh Pasal 21, wajib me$nggu$nakan Su$rat Se$toran Pajak (SSP) 

yang te$lah diisi se$su$ai de$ngan proye$ksi ju$mlah pajak yang dipotong. De$ngan 

me$mpe$rhatikan pe$rsyaratan yang te$rcantu$m di bawah ini, maka Su$rat Se$toran 

Pajak (SSP) wajib dibu$at dan dise$rahkan se$banyak lima rangkap: 

a. Catatan wajib pajak pada le$mbar pe$rtama; 

b. Le$mbar ke$du$a u$ntu$k Kantor Pe$layanan Pe$rbe$ndaharaan Ne$gara (KPPN) 

mau$pu$n Kantor Pe$layanan Pajak (KPP); 

c. Hal ke$tiga yang wajib disampaikan wajib pajak ke$pada Kantor Pe$layanan 

Pajak (KPP) adalah 

d. Halaman ke$e$mpat adalah Kantor Pe$ne$rimaan Pe$mbayaran, yaitu$ le$mbar 

ke$e$mpat; 

e. Le$mbar ke$lima dipe$ru$ntu$kkan bagi wajib pajak dan orang pribadi lainnya. 

Pembahasan 

Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas pada PT. BPR Bank Prisma Dana 

Cabang Tomohon 

     Kami akan me$mbahas se$cara rinci me$nge$nai hasil pe$ne$litian me$nge$nai cara me$nghitu$ng, 

me$nye$tor, me$laporkan, dan me$ncatat PPh Pasal 21 atas gaji Pe$gawai Ne$ge$ri Sipil (PNS) 

me$nu$ru$t PP No. 58 Tahu$n 2023. Tu$ju$an dari pe$mbahasan ini adalah u$ntu$k me$mbantu$ Anda 

me$mahami bagaimana atu$ran ini be$nar-be$nar dite$rapkan dan bagaimana pe$ngaru$hnya 

te$rhadap ke$patu$han dan pe$nge$lolaan pajak di instansi pe$me$rintah. Proses perhitungan PPh 

21 pada PNS di instansi pe$me$rintah me$ngacu$ pada PP No. 58 Tahun 2023, yang me$ne$tapkan 

langkah-langkah pe$rhitu$ngan yang je$las dan te$rstru$ktu$r. Tata cara pe$nghitu$ngan dimu$lai 

de$ngan pe$ne$tapan pe$nghasilan bru$to PNS, me$lipu$ti gaji pokok, tu$njangan jabatan, tu$njangan 

ke$lu$arga, dan tu$njangan lainnya. Pe$ne$tapan Pe$nghasilan Tidak Ke$na Pajak (PTKP) me$nu$ru$t 

statu$s ke$ke$lu$argaan PNS me$ru$pakan u$nsu$r pe$nting dalam pe$nghitu$ngan PPh 21. 

     Be$rdasarkan pe$ne$litian, me$skipu$n PP No. 58 Tahu$n 2023 me$mbe$rikan pe$doman yang le$bih 

rinci dan mu$dah dipahami dalam pe$rhitu$ngan PPh 21, namu$n implementasi di lapangan 

se$ring kali me$nghadapi tantangan, te$ru$tama dalam hal ke$aku$ratan data pe$nghasilan dan 

ke$te$patan dalam me$nghitu$ng PTKP yang se$su$ai de$ngan statu$s PNS. Te$rdapat be$be$rapa 

pe$rbe$daan dalam cara instansi pe$me$rintah me$ngu$mpu$lkan dan me$ngolah data pe$nghasilan 

bru$to yang dite$rima ole$h PNS, yang dapat me$mpe$ngaru$hi ke$te$patan pe$rhitu$ngan PPh 21. 

     Dalam pe$nye$toran PPh 21 se$su$ai de$ngan PP No. 58 Tahu$n 2023 be$rjalan de$ngan baik, 

namu$n be$be$rapa instansi pe$me$rintah masih me$nghadapi tantangan dalam hal ke$te$patan 

waktu$ pe$nye$toran. Be$be$rapa pe$mbe$ri ke$rja me$ngalami ke$te$rlambatan dalam me$nye$torkan 

pajak ke$pada kas ne$gara. Hal ini biasanya dise$babkan ole$h prose$s administrasi inte$rnal yang 

lambat atau$ ke$ndala te$knis dalam siste$m pe$mbayaran pajak. 

     U$ntu$k me$ngatasi masalah ini, pe$rlu$ adanya pe$ne$rapan siste$m e$le$ktronik (e$-payme$nt) yang 

le$bih e$fisie$n u$ntu$k me$mu$dahkan pe$nye$toran dan pe$ngawasan. Pe$ne$litian ini me$ngu$ngkapkan 

bahwa instansi yang te$lah me$nggu$nakan siste$m e$-payme$nt ce$nde$ru$ng le$bih ce$pat dan te$pat 

waktu$ dalam me$nye$torkan PPh 21 dibandingkan de$ngan instansi yang masih me$nggu$nakan 

me$tode$ manu$al. 

Kesimpulan Dan Saran 
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Kesimpulan 

Pe$ne$liti ini me$ngambil simpu$lan se$bagai be$riku$t be$rdasarkan hasil te$mu$an pe$ne$litian yang 

te$lah dipaparkan se$be$lu$mnya: 

1. Kare$na adanya pe$ru$bahan pe$ratu$ran pe$rpajakan yaitu$ Pe$ratu$ran Pe$me$rintah Nomor 58 

Tahu$n 2023 yang me$nggantikan U$ndang-U$ndang Nomor 7 Tahu$n 2021 te$ntang Tarif 

Pajak Pe$nghasilan Rata-rata (TE$R), maka pe$rhitu$ngan PPh Pasal 21 pada Kantor 

Wilayah Kabu$pate$n Tondano Se$latan be$lu$m be$rjalan de$ngan lancar. Hal te$rse$bu$t me$njadi 

pe$nye$babnya. 

2. Se$su$ai de$ngan ke$te$ntu$an pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan pe$rpajakan, te$rmasu$k 

Pe$ratu$ran Pe$me$rintah Nomor 58 Tahu$n 2023 yang me$ngatu$r te$ntang Tarif Pajak 

Pe$nghasilan Rata-rata (TE$R), maka pe$mbayaran PPh Pasal 21 pada Kantor Wilayah 

Kabu$pate$n Tondano Se$latan dilaku$kan. 

3. Se$su$ai de$ngan ke$te$ntu$an pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan pe$rpajakan, te$rmasu$k 

Pe$ratu$ran Pe$me$rintah Nomor 58 Tahu$n 2023 yang me$ngatu$r te$ntang Tarif Pajak 

Pe$nghasilan Rata-rata (TE$R), maka pe$mbayaran PPh Pasal 21 pada Kantor Wilayah 

Kabu$pate$n Tondano Se$latan dilaku$kan. 

4. Se$su$ai de$ngan ke$te$ntu$an pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan pe$rpajakan, te$rmasu$k 

Pe$ratu$ran Pe$me$rintah Nomor 58 Tahu$n 2023 te$ntang Tarif Pajak Pe$nghasilan Rata-rata 

(TE$R), Kantor Wilayah Kabu$pate$n Tondano Se$latan be$rtu$gas me$ncatat pajak pe$nghasilan 

pasal 21. 

 

Saran 

1. Diharapkan Pe$me$rintah Ke$camatan Tondano Se$latan dapat te$ru$s me$ningkatkan 

kine$rjanya dalam pe$ne$tapan dan pe$laporan PPh Pasal 21. 

2. Diharapkan ke$pada pe$me$rintah agar te$ru$s me$laku$kan sosialisasi dan pe$nye$de$rhanaan 

atu$ran pe$rpajakan agar pe$laksanaan PPh 21 dapat dilaku$kan le$bih e$fisie$n dan 

me$ndorong ke$patu$han pajak yang le$bih tinggi. 
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